
Catatan :  

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 
merupakan alat bukti hukum yang sah.”  

• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE  
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Hal  : Permintaan Data Inventarisasi Masalah 
    Eksekusi pada Peradilan Agama 
 

 

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh/Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

2. Ketua Mahkamah Syar’iyah/Ketua Pengadilan Agama 

     Seluruh Indonesia 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasar hasil evaluasi pelaksanaan 

eksekusi pada Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama seluruh Indonesia masih terdapat 

ketidakseragaman administrasi dan belum optimalnya pelaksanaan eksekusi karena 

berbagai kendala teknis dan non teknis. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan 

melaksanakan Penyusunan Pedoman Eksekusi Peradilan Agama, untuk itu kami harap 

Pengadilan Tingkat Pertama dapat menyampaikan daftar inventarisasi masalah  secara 

berjenjang melalui Pengadilan Tingkat Banding sesuai wilayah hukum masing-masing pada 

Link https://bit.ly/DataInventarisMasalahEksekusi selambat-lambatnya tanggal 23 Oktober 

2023.  

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tembusan : 
Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 
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